BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

Menimbang

Mengingat

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten

1.

Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu mengubah kedudukan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tertuang
dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten
Tasikmalaya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor
51 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan
Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Tasikmalaya;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851;

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2016 Nomor 1);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
Nomor 7);

11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kabupaten  Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 51), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2014 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 51 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 51),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya 44 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2011
tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 44),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) LPSE Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di Dinas Komunikasi dan
Informasi Kabupaten Tasikmalaya.

(2) LPSE dipimpin oleh seorang Kepala.

(3) Kepala LPSE Kabupaten Tasikmalaya bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah atas Penyelenggaraan LPSE.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna

UU RUZHANUL ULUM |
Diundangkan di Singaparna
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

H, ODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR



